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ABSTRAK 
 

Soniati : Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Perspektif Good 
Governance pada Pengangkatan Perangkat Nagari Kapuh Utara Kabupaten 
Pesisir Selatan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip transparansi 
dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan perangkat pemerintahan Nagari Kapuh 
Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, serta untuk mengetahui kendala dalam 
mengimplementasikan kedua prinsip tersebut.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan informan 
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Dalam pengumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian berupa observasi ke lapangan kemudian 
dilakukan wawancara kepada informan. Selanjutnya, studi dokumentasi digunakan 
untuk dokumen dalam penelitian, dan teknik pengujian keabsahan data dengan 
menggunakan metode triangulasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa rendahnya implementasi prinsip 
transparansi dan akuntabilitas pada rekrutmen perangkat nagari di Kapuh Utara 
disebabkan oleh lemahnya struktur pengawasan, keterbatasan regulasi, budaya 
birokrasi yang tertutup, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak atas 
informasi dan kontrol publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem 
pengawasan, sosialisasi mengenai keterbukaan informasi publik, serta reformasi tata 
kelola pemerintahan nagari agar sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. 

 

Kata Kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Good Governance, Pengangkatan 
Perangkat Nagari, Pemerintahan Desa
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sistem pemerintahan di Negara Indonesia telah sejak lama diharapkan 

oleh masyarakat agar dapat menerapkan sistem pemerintahan yang baik atau 

yang disebut dengan good governance (Agus, 2018 : 36) didalam (Mahendra & 

Juliani, 2022). Menurut Megasyara & Imawan (2023) Pelasanaan good 

governance sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan 

yang baik mensyaratkan beberapa prinsip sebagai sendi dasarnya. Beberapa 

lembaga merumuskan prinsip-prinsip yang digariskan dalam good governance 

dan menjadi nilai yang mendasarinya, seperti wawasan ke depan, keterbukaan 

dan transparansi, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, supremasi hukum, 

demokrasi, profesionalisme dan kompetensi, daya tanggap, efisiensi dan 

efektivitas (Pratama et al., 2024). 

Tata Pemerintahan yang baik  menjadi cita setiap penyelenggara 

pemerintahan termasuk pemerintahan desa di dalamnya. Aspek penting dalam 

mewujudkan good governance adalah adanya transparansi, akuntabel dan 

partisipasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa, terkhusus pada pasal 24 dan 26 yang selanjutnya 

diwujudkan dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan desa.  



2 
 

Asas ini diwujudkan dengan membuka diri terhadap hak masyarakat 

untuk mendapatkan informasi yang seyogyanya, akuntabel dan tidak  

diskriminatif  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Diperlukan  

sebuah akuntabilitas dan  transparansi dalam  mewujudkan  pemerintahan yang 

efektif  sejalan dengan cita kepemerintahan yang baik serta dapat 

dipertanggungjawabkan (Anggaran et al., 2017).  

Pengangkatan perangkat desa adalah tindakan yang diambil oleh 

kepala desa untuk mengisi posisi yang kosong dalam perangkat desa. Rencana 

yang disusun pada tahap awal proses  pemilihan   aparat   desa   sangat   

penting   untuk   memastikan   bahwa   rekrutmen dilakukan sesuai dengan 

regulasi yang berlaku, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas   

dan   legitimasi   hasil   pemilihan.   Namun,   semakin   matang   suatu   

rencana pemerintah   justru   berpotensi   menjauhkan   hasil   dari   harapan   

menunjukkan   adanya kompleksitas  dalam  implementasi  kebijakan,  yang  

sering  kali  dipengaruhi  oleh  faktor eksternal   dan   dinamika   sosial.   Agar   

dapat   melaksanakan   tugasnya   sesuai   dengan ketentuan  formal,  pejabat  

desa  harus  diangkat  melalui  proses  yang  transparan  dan akuntabel 

(Nurmalasari et al., 2025). 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur secara 

umum tentang pemilihan   peserta   pejabat   desa,   tetapi   tidak   mengatur   

secara   spesifik   tata   cara pemilihannya.  Secara  khusus,  Undang-Undang  

tersebut  mengatur  secara  rinci  tentang pembentukan tim untuk memilih 
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pejabat desa, tata cara pembentukan tim tersebut diubah dalam Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang 

Pengangkatan   dan   Pemberhentian   Perangkat   Desa.   Dengan   adanya   

peraturan   ini, diharapkan proses seleksi dapat dilakukan secara lebih 

sistematis dan transparan, sehingga menghasilkan aparat desa yang kompeten 

dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

Dalam  upaya  membangun  pemerintahan  desa  yang  kuat,  efektif,  

dan  berorientasi pada  kesejahteraan  masyarakat,  proses  rekrutmen  

perangkat  desa  harus  dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip 

transparansi, keadilan, dan partisipasi aktif warga, di   mana setiap   tahapan   

seleksi   mulai   dari   pengumuman   lowongan,   pendaftaran, penyaringan 

berkas, hingga ujian tertulis dan wawancara harus dijalankan secara terbuka 

dan   dapat   diakses   oleh   seluruh   lapisan   masyarakat,   serta   melibatkan   

tokoh-tokoh masyarakat  dan  perwakilan  warga  dalam  tim  seleksi  untuk  

memastikan  objektivitas  dan menghindari praktik nepotisme dan kolusi. 

Selain itu, kriteria seleksi harus menitikberatkan pada   kompetensi,   

kualifikasi,   dan   integritas   calon   perangkat   desa,   bukan   hanya 

berdasarkan  popularitas  atau  koneksi  politik,  sehingga  individu-individu  

yang  terpilih nantinya  memiliki  kapasitas  dan  karakter  yang  diperlukan  

untuk  mengemban  tugas pelayanan publik, mengambil keputusan yang 

bijaksana, dan mengelola sumber daya desa secara    bertanggung    jawab. 

Dengan    demikian,    Peningkatan    kualitas    hidup    dan pembangunan 
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berkelanjutan di tingkat desa merupakan tujuan akhir dari proses ini, yang 

bertujuan  untuk  membentuk  aparatur  desa  yang  kompeten,  terpadu,  dan  

berdaya  saing sesuai dengan keinginan masyarakat. 

Maka dari hal tersebut masing-masing Desa harus memiliki Perangkat 

Desa serta memiliki kapasitas kinerja mumpuni di bidangnya sendiri artinya 

adanya kemampuan menguasai tugas dan tanggung jawab yang akan diemban 

oleh Perangkat Desa tersebut. Kepala Desa perlu mengangkat Perangkat Desa 

yang berorientasi pada kinerja, maka pengangkatan Perangkat Desa suatu hal 

penting dalam upaya menunjang jalanya Pemerintahan Desa karena Perangkat 

Desa pada dasarnya merupakan para pengabdi untuk melayani masyarakat 

desa (Yandha et al., 2022). 

Meigelheis (2018) menjelaskan bahwa salah satu tolak ukur 

keberhasilan suatu pemerintahan dalam pembangunan negara dapat dilihat 

dari keberhasilan pembangunan desa, oleh karena itu saat ini pembagunan 

desa merupakan prioritas utama pemerintah. Untuk menjadikan desa itu 

unggul, maka pemerintah harus fokus mengatasi masalah yang sering terjadi 

yaitu infrastruktur, SDM (sumber daya manusia), kemiskinan dan kesehatan. 

Pendapat tersebut didukung oleh Widayanti (2020) yang menyatakan bahwa 

setidaknya ada 4 (empat) maslaah pokok pembangunan pedesaan yang saling 

berkaitan satu sama lain yakni masalah kemiskinan, kesehatan, Iinfrastruktur 

sebagai penunjang mobilitas dan peningkatan kualitas SDM 
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Untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) 

dapat melalui berbagai cara, salah satunya adalah ujian penjaringan yang 

dilakukan pada perangkat desa setempat. Ujian penjaringan perangkat desa 

dimaksudkan agar mendapatkan bibit (perangkat desa) yang benar-benar 

unggul dan paham tentang spesifikasi perkejaan sesuai dengan bidangnya. 

Selain itu ujian penjaringan perangkat desa juga diharapkan dapat membantu 

desa untuk menyedikan perangkat desa yang paham akan selukbeluk desa, 

perangkat desa yang mengerti tentang masyarakatnya, perangkat desa yang 

humble dan mampu bergotongroyong membangun desa menjadi desa yang 

maju dan mandiri (Youhanita et al., 2022). 

Oleh sebab itu rekrutmen dan seleksi perangkat desa dengan tujuan 

dapat membangun desa merupakan salah satu impian semua masyarakat serta 

masalah yang ada di desa merupakan tanggung jawab bersama. Audina (2019) 

menyatakan bahwa untuk menyelesaikan masalah-masalah pembangunan 

yang kerap muncul dibutuhkan tanggung jawab bersama dari masyarakat desa 

beserta pemerintah desa.  
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Gambar 1. 1 Mekanisme Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Sebelum 
Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 

Sumber : (Nurmalasari et al., 2025) 

Kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan perangkat desa 

melalui mekanisme ini masih rendah dan hasilnya pun beragam. Hal ini 

menyebabkan lahirnya dua regulasi, yaitu pertama, Ada dua peraturan yang 

mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, yakni Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Tasikmalaya No. 128 Tahun 2019. 
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Gambar 1. 2 Mekanisme Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Sesuai 
Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 

Sumber: SildePlayer.info 2025 

Dengan cara ini, pemerintah dan organisasi desa dapat bekerja sama 

untuk mencegah penyalahgunaan, praktik penyelenggaraan pemerintahan 

desa, termasuk pengangkatan pejabat desa, diharapkan dapat lebih akuntabel. 

Bahasa Indonesia: Untuk melayani masyarakat desa dengan lebih baik dan 

memastikan bahwa para pejabat mematuhi semua hukum dan peraturan yang 

berlaku, penting agar proses pengangkatan dan pemilihan pejabat desa 

berjalan lancer, di mana seleksi dilakukan berdasarkan kualifikasi dan 

kemampuan, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Namun, banyak 
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masalah muncul dalam pelaksanaan pemerintahan desa karena inkompetensi 

yang sering terjadi ketika memilih perangkat desa. 

Secara umum, permasalahan rekrutmen perangkat desa di Indonesia 

masih banyak menghadapi hambatan pada aspek transparansi dan 

akuntabilitas. Proses seleksi seringkali dilakukan secara tertutup, bahkan sarat 

dengan praktik nepotisme. Misalnya di Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, 

Kabupaten Blitar, memicu kontroversi. Pada Proses penjaringan dan 

penyaringan perangkat ada enam peserta tes menuntut diadakannya tes ulang 

setelah menduga adanya praktik nepotisme dan ketidaktransparanan dalam 

pelaksanaan tes. Kasus serupa juga muncul di berbagai daerah lain, di mana 

masyarakat mengkritisi minimnya akses informasi dan hasil seleksi yang tidak 

diumumkan secara jelas. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik 

rekrutmen seringkali tidak sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan 

yang baik (F Abu Ridho, 2024). 

Padahal, ketentuan hukum di Indonesia secara tegas telah mengatur 

bahwa rekrutmen perangkat desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, dan meritokrasi. Hal ini tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (4) huruf d yang 

menegaskan bahwa kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata 

pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, efisien, 

bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (Bender, 2016). 
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Di Kabupaten Pesisir Selatan, pemerintah daerah sebenarnya sudah 

berupaya mendorong keterbukaan informasi publik melalui monitoring dan 

evaluasi PPID Nagari. Namun dalam praktik rekrutmen perangkat nagari, 

masalah transparansi dan akuntabilitas tetap muncul. Proses seleksi sering 

tidak diumumkan secara resmi, minim partisipasi masyarakat, dan bahkan 

tidak terdokumentasi dengan baik oleh panitia. Akibatnya, terjadi kesenjangan 

antara regulasi yang menuntut keterbukaan dengan praktik nyata di lapangan 

(Infopesisirselatan.go.id, 2021). 

Padahal, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor no 2 tahun 2016 

tentang Nagari khususnya pasal 27 secara jelas mengatur bahwa 

penyelenggaraan pemerintahann nagari harus berdasarkan asas keterbukaan 

dan akuntabilitas. Kemudian Permandagri 83 tahun 2015  Pasal 4 juga sudah 

dijelaskan bahwa kepala nagari membentuk tim lalu melakukan penjaringan 

dan penyaringan perangkat nagari sedangkan masyarakat di Nagari Kapuh 

Utara tidak pernah mendapatkan informasi terkai adanya penjaringan dan 

penyaringan, yang mana ini hasil wawancara dari salah satu masyarakat, yaitu 

: 

“…kami tidak pernah mendapatkan informasi terkait 
adanya rekrutmen perangkat nagari di tempat tinggal 
kami, tiba-tiba sudah ada saja orang-orang yang 
menduduki jabatan di kantor wali, sehingga menimbulkan 
rasa ketidakadilan dikalangan masyarakat yang juga ingin 
mempunyai kesempatan yang sama (wawancara tanggal 8 
April 2025)”. 
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Di Nagari Kapuh Utara Kabupaten Pesisir Selatan pelaksanaan 

rekrutmen perangkat desa menunjukkan tidak adanya penyebarluasan 

informasi mengenai rekrutmen. Tidak semua masyarakat mendapatkan 

informasi yang setara, sehingga proses seleksi menjadi tidak inklusif dan 

berpotensi diskriminatif.   

Padahal hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sudah 

diperjelas dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

yang berbunyi “Masyarakat Desa berhak : (a) meminta dan mendapatkan 

informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan 

kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa”. Artinya 

masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan informasi terkait rekruitment 

perangkat Desa (Bender, 2016). 

Selain itu, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 juga menekankan bahwa pengangkatan 

dan pemberhentian perangkat desa harus dilakukan melalui mekanisme seleksi 

yang objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.  

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan informan 

internal dari perangkat nagari langsung, yaitu : 

“…Informasi terkait rekrutment seharusnya memang 
disebarluaskan namun sejauh ini tidak pernah 
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diinformasikan kepada masyarakat, perangkat nagari 
diangkat secara tertutup oleh wali nagari (wawancara 
tanggal 8 April 2025)”. 

 Berdasarkan hasil wawancara ini jelas bahwa tidak adanya 

keterbukaan informasi mengenai rekrutmen di Kantor Wali Nagari Kapuh 

Utara. Hal ini merugikan masyarakat karena tidak mendapatkan kesempatan 

yang sama untuk mencalonkan diri menjadi perangkat nagari. 

 Di sisi lain, akuntabilitas dalam tahapan seleksi dan pengambilan 

keputusan juga belum berjalan optimal, karena tidak tersedia sistem evaluasi 

yang terbuka dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat diakses publik. 

Permasalahan lain yang tak kalah penting adalah timbulnya persepsi 

masyarakat bahwa adanya indikasi nepotisme dan campur tangan politik 

dalam menentukan hasil seleksi perangkat desa. Mereka menganggap 

keputusan sering kali dipengaruhi oleh kedekatan pribadi daripada 

berdasarkan kompetensi calon. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pembantu perangkat 

Nagari Kapuh Utara, yaitu : 

“…kaur tata usaha merupakan istri kedua dari Bapak Wali 
Nagari dan pendidikannya cuma tamat SMA, begitupun 
kaur pembangunan merupakan adik ipar dari Bapak Wali 
Nagari dan juga cuma tamat SMA, lalu bendahara nagari 
merupakan ponakan Bapak Wali Nagari serta masih 
banyak staf lainnya yang merupakan keluarga dan orang-
orang terdekat beliau (wawancara tanggal 25 februari 
2025)”. 
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Selain itu, lemahnya pengawasan dari lembaga pengontrol serta 

kurangnya keterlibatan pihak eksternal dalam memantau jalannya proses 

seleksi, seperti keterlibatan masyarakat dalam proses rekrutmen. Berdasarkan 

hasil wawancara penulis dengan masyarakat Nagari Kapuh Utara, yaitu : 

“…Kami sebagai masyarakat hanya penonton. Tidak 
pernah  dilibatkan dalam musyawarah atau diskusi soal 
siapa yang akan direkrut (wawancara tanggal 25 februari 
2025)”. 

 Walaupun telah ada regulasi yang mengatur rekrutmen perangkat 

desa, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 

Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, penerapan kebijakan berbasis 

meritokrasi masih belum berjalan secara maksimal. Seleksi yang seharusnya 

berorientasi pada profesionalisme dan kemampuan individu, masih banyak 

menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya di lapangan. 

 Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, diperlukan sebuah kajian 

yang komprehensif untuk menelaah lebih dalam bagaimana transparansi dan 

akuntabilitas diterapkan dalam rekrutmen perangkat desa di Nagari Kapuh 

Utara. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana 

transparansi dan akuntabilitas dalam rekrutmen pegawai dapat ditegakkan 

guna menciptakan pemerintahan nagari yang lebih adil, profesional, dan 

sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan utama yang dapat diidentifikasi dalam proses rekrutmen 

perangkat desa di Nagari Kapuh Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya 

terkait transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sumber daya manusia. 

Identifikasi masalah ini berfokus pada berbagai aspek yang mempengaruhi 

efektivitas sistem seleksi dan dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.   

1. Kurangnya transparansi dalam proses rekrutmen, informasi mengenai 

lowongan perangkat desa seringkali tidak disebarluaskan secara luas 

kepada masyarakat.  

2. Tidak adanya penjaringan dan penyaringan calon perangkat Nagari, 

perangkat Nagari diangkat secara langsung oleh Wali Nagari tanpa 

mekanisme yang ada. 

3. Kurangnya kepercayaan masyarakat, dari timbulnya persepsi masyarakat 

bahwa adanya indikasi nepotisme dan campur tangan politik dalam 

menentukan hasil seleksi perangkat desa. Mereka menganggap keputusan 

sering kali dipengaruhi oleh kedekatan pribadi daripada berdasarkan 

kompetensi calon. 

4. Ketiadaan sistem evaluasi terhadap hasil seleksi menunjukkan rendahnya 

akuntabilitas dalam proses rekrutmen, karena keputusan yang diambil 

tidak disertai mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dan objektif, 
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sehingga berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam penentuan 

perangkat desa yang terpilih. 

5. Lemahnya pengawasan dalam proses rekrutmen, tidak adanya pengawasan 

yang ketat dari lembaga eksternal menyebabkan kurangnya kontrol 

terhadap jalannya proses rekrutmen.  

6. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan rekrutmen, 

masyarakat sering kali tidak dilibatkan dalam pengawasan rekrutmen 

perangkat desa.  

Identifikasi masalah ini menjadi dasar bagi penelitian untuk 

mengeksplorasi lebih dalam mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam 

rekrutmen perangkat desa serta mencari solusi yang dapat meningkatkan 

efektivitas sistem seleksi yang lebih adil, profesional, dan akuntabel. 

C. Batasan Masalah 
Dalam penelitian ini, untuk membatasi masalah dalam penelitian 

sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan mengingat luasnya permasalahan 

serta keterbatasan kemampuan peneliti, maka dalam hal ini peneliti membatasi 

masalah pada transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen sumber daya 

manusia dalam rekuitmen pegawai pemerintahan nagari kapuh utara kabupaten 

pesisir selatan penulis hanya berfokus pada masalah berikut;  Kurangnya 

transparansi dalam proses rekrutmen, informasi mengenai lowongan perangkat 

desa seringkali tidak disebarluaskan secara luas kepada masyarakat, tidak 
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adanya penjaringan dan penyaringan calon perangkat Nagari, perangkat Nagari 

diangkat secara langsung oleh Wali Nagari tanpa mekanisme yang ada. 

Kemudian tidak adanya evaluasi hasil seleksi mencerminkan rendahnya 

akuntabilitas rekrutmen, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan 

dalam penetapan perangkat desa.  

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat transparansi dalam proses pengangkatan perangkat nagari 

Kapuh Utara? 

2. Bagaimana tingkat akuntabilitas dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat 

nagari Kapuh Utara? 

3. Apa saja kendala dalam implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas 

sesuai dengan good governance pada proses pengangkatan perangkat nagari? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis tingkat transparansi dalam proses pengangkatan perangkat 

nagari Kapuh Utara 

2. Menganalisis tingkat akuntabilitas dalam proses pengangkatan perangkat 

nagari Kapuh Utara 

3. Mengidentifikasi kendala dalam penerapan prinsip transparansi dan 

akuntabilitas sesuai dengan good governance dalam pengangkatan perangkat 

nagari 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan akademik dalam bidang Ilmu 

Administrasi Publik, khususnya dalam kajian Manajemen Sumber Daya 

Manusia (MSDM) di sektor pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini juga 

berkontribusi terhadap pengembangan teori tentang transparansi dan 

akuntabilitas dalam proses rekrutmen pegawai sektor publik, khususnya di 

tingkat pemerintahan desa. Dengan adanya penelitian ini, kajian tentang 

efektivitas kebijakan rekrutmen perangkat desa akan semakin berkembang, 

sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin 

mengkaji lebih dalam implementasi prinsip good governance dalam 

pemerintahan desa. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis Manfaat praktis penelitian ini terdiri dari tiga 

kepentingan yaitu : 

a. Bagi Akademisi dan Peneliti: Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan 

dalam mengembangkan kajian akademik tentang pengangkatan pegawai di 

sektor publik, terutama dalam konteks desa, serta dapat dijadikan dasar 

untuk penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas kebijakan MSDM di 

tingkat pemerintahan lokal. 
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b. Bagi Pemerintah Nagari Kapuh Utara: Hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam proses pengangkatan perangkat desa, sehingga dapat 

menghasilkan aparatur desa yang lebih kompeten dan profesional. 

c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan: Temuan penelitian ini 

dapat menjadi masukan bagi perbaikan kebijakan terkait pengangkatan 

perangkat desa, termasuk penguatan mekanisme pengawasan dan 

pengendalian dalam proses seleksi. 

d. Bagi Masyarakat: Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan 

dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam mengawasi 

proses pengangkatan perangkat desa, sehingga dapat meningkatkan 

partisipasi publik dalam menciptakan pemerintahan desa yang lebih 

transparan dan akuntabel. 

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat dalam 

mengembangkan teori dan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan dampak 

nyata bagi berbagai pihak dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa 

yang lebih baik.  
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BAB V 
KESIMPULAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Analisis 

Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Pengangkatan Perangkat Nagari di 

Kapuh Utara Kabupaten Pesisir Selatan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 

proses pengangkatan perangkat nagari belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-

prinsip good governance, terutama dalam aspek transparansi dan akuntabilitas. 

Dari segi transparansi, proses pengangkatan perangkat nagari dilakukan secara 

tertutup tanpa adanya pembentukan tim seleksi, tanpa pengumuman resmi 

kepada publik, serta tanpa mekanisme penjaringan dan penyaringan calon secara 

terbuka. Masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk mengetahui maupun 

berpartisipasi dalam proses tersebut. Wali Nagari lebih banyak menggunakan 

kewenangan personal dalam menentukan calon perangkat berdasarkan hubungan 

kedekatan, bukan atas dasar kualifikasi dan kompetensi yang objektif. Kondisi 

ini menimbulkan persepsi bahwa proses pengangkatan perangkat nagari tidak 

adil, tidak terbuka, dan tidak transparan, sehingga berpotensi menurunkan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan nagari. 

Sementara itu, dari sisi akuntabilitas, proses pengangkatan perangkat nagari 

di Kapuh Utara juga masih lemah. Tidak ditemukan adanya dokumen resmi 

seperti laporan hasil seleksi, notulen musyawarah, ataupun berita acara 
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pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Badan Musyawarah Nagari 

(BAMUS) maupun masyarakat. Mekanisme pertanggungjawaban publik belum 

berjalan sebagaimana mestinya karena tidak adanya forum resmi bagi masyarakat 

untuk menyampaikan aspirasi, kritik, atau keberatan terhadap hasil pengangkatan 

perangkat. Bentuk akuntabilitas internal memang tampak dalam upaya 

pemerintah nagari melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur, 

namun belum disertai sistem pelaporan dan pengawasan yang efektif. 

Secara umum, implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas di 

Nagari Kapuh Utara menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat struktural, 

kelembagaan, maupun kultural. Lemahnya fungsi pengawasan dari pihak 

kecamatan dan BAMUS menyebabkan tidak adanya kontrol yang kuat terhadap 

keputusan Wali Nagari. Selain itu, keterbatasan anggaran dan minimnya 

pemahaman terhadap regulasi membuat proses pengangkatan perangkat tidak 

dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, faktor 

budaya birokrasi yang paternalistik dan rendahnya kesadaran masyarakat 

terhadap hak atas informasi publik memperburuk keadaan. Akibatnya, proses 

pengangkatan perangkat nagari berjalan tanpa keterbukaan, tanpa dokumentasi 

yang memadai, dan tanpa mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengangkatan 

perangkat nagari di Kapuh Utara belum memenuhi prinsip tata kelola 

pemerintahan yang baik. Ketiadaan transparansi dan akuntabilitas tidak hanya 
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melemahkan legitimasi kebijakan pemerintah nagari, tetapi juga menghambat 

terwujudnya pemerintahan nagari yang partisipatif, responsif, dan berorientasi 

pada kepentingan masyarakat. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Pemerintah nagari perlu melaksanakan proses pengangkatan perangkat sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dengan menjamin prinsip keterbukaan 

informasi, keadilan, dan partisipasi publik. Pembentukan tim seleksi yang 

independen harus menjadi prioritas agar mekanisme penjaringan dan 

penyaringan calon dapat berjalan secara transparan dan objektif. Selain itu, 

penting bagi pemerintah nagari untuk menyediakan wadah komunikasi publik 

seperti forum musyawarah, papan informasi, atau kanal aduan daring agar 

masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan kebijakan. 

2. Pihak Kecamatan perlu melakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih 

ketat terhadap pelaksanaan mekanisme pengangkatan perangkat nagari di 

seluruh wilayah, termasuk Kapuh Utara. Pihak kecamatan harus memastikan 

bahwa setiap proses pengangkatan memiliki bukti administrasi dan 

dokumentasi yang sah. Selain itu, DPMD perlu memberikan bimbingan 

teknis kepada seluruh nagari agar memahami pentingnya akuntabilitas dan 

transparansi dalam tata kelola pemerintahan. 
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3. BAMUS harus berperan aktif dalam menjalankan fungsi pengawasan 

terhadap kebijakan dan keputusan wali nagari, khususnya dalam proses 

pengangkatan dan pemberhentian perangkat. Lembaga ini perlu menuntut 

adanya laporan resmi dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan 

agar mekanisme pengawasan berjalan sesuai dengan prinsip check and 

balance. 

4. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran terhadap hak atas informasi 

publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. 

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan penilaian kebijakan 

nagari akan memperkuat posisi publik sebagai pengontrol jalannya 

pemerintahan. Untuk itu, masyarakat harus lebih berani menuntut 

keterbukaan dan keadilan dalam setiap proses pengambilan keputusan di 

tingkat nagari. 

5. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya 

yang ingin menelaah implementasi good governance di tingkat pemerintahan 

desa atau nagari. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menelusuri lebih 

dalam aspek pengawasan dan partisipasi publik dengan pendekatan 

kuantitatif atau komparatif agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif 

tentang efektivitas tata kelola pemerintahan nagari.  
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